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4. Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan fan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, iambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s150)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2o1o tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ro Nomor LLz, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun zCIo7
tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolahDasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanauriyah, dan Sekolah nAenen[afr
Atas / Madrasa-h Aliyah;

6- Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2o1o
tentang standar pelayanan Minimat pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaim4la tel,ah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor zi tahun 2ols
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasionar Nomor ls rahun 2ola tentang standar pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupate n/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlS Nomor 13S2);

8. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 1395
Tahun 2oL4 tentang petunjuk reknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor sggs
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan Lzln
Pendirian Madrasah, Penerbitan surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
BAI{YIJWANGI Nomor : Kd. Ls.so/z/pp.oo/ tt3a/2oL6 Tanggar
11 April 2OL6;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN LZTN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASA}I ALIYAH DARUL ULUM
KAEIUPATEN BAI{YUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirianloperasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU
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